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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh positif dan
signifikan dari fasilitas kantor, disiplin kerja, dan kompetensi pegawai ter-
hadap kualitas pelayanan di kantor Kecamatan Semarang Timur, Kota Se-
marang secara simultan maupun parsial. Populasi penelitian ini adalah
pengguna jasa pelayanan kantor Kecamatan Semarang Timur Kota Sema-
rang. Sampel penelitian sebanyak 115 responden. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data menggunakan
kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif,
regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil analisis regresi berganda
dalam penelitian ini yaitu Y= 6,782 + 0,567 FK + 0,436 DK + 0,323 KP+
e. Hasil penelitian menunjukan variable bebas fasilitas kantor, disiplin kerja,
dan kompetensi pegawai secara simultan berpengaruh terhadap variable
kualitas pelayanan.

Abstract

The purpose of this study is to determine wheter there is a positive and significant
influence of office facilities, work discipline, and employee competence on service
quality in east Semarang District Office Semarang City simultaneously or partially.
The population of this research is users of office services in the east semarang district
office semarang city. The research sample was 115 respondents. This study uses a
quantitative approach and data collection using a questionnaire. The data analysis
method used is descriptive analysis, multiple linear regression, and hypothesis test-
ing. The method of data analysis is descriptive analysis, linear regression and hy-
pothesis test. The results of multiple regression analysis in this study are Y= 6,782 +
0,567FK + 0,436DK + 0,323KP +e.
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Suatu organisasi pemerintahan maupun
swasta akan senantiasa berusaha untuk dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan
efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan tentunya melakukan
berbagai kegiatan di dalam organisasi salah
satunya yaitu kegiatan pelayanan. Pelayanan
merupakan produk suatu organisasi atau in-
stansi tertentu untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat baik bidang jasa dan barang.
Produk jasa maupun barang harus dapat mem-
berikan manfaat dan kepuasan kepada
masyarakat, dengan menyesuaikan kebutuhan
dan keinginan masyarakat. Pelayanan setiap
saat dibutuhkan oleh semua orang, bahkan
dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat
dipisahkan dengan kehidupan manusia .

Pelayanan yang baik sangat penting da-
lam masyarakat, karena mempengaruhi keber-
hasilan suatu lembaga pemerintah yang bersifat
jasa dalam loyalitas masyarakat. Safiri dan
Rustiana (2017) mengatakan bahwa pelayanan
publik merupakan tanggung jawab pemerinta-
han dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah,
baik itu pusat, di daerah dan di lingkungan ba-
dan usaha milik Negara. Sistem layanan dil-
aksanakan secara terbuka, efisien, efektif, dan
tidak diskriminatif. Dengan m emperhatikan
pentingnya layanan dalam suatu organisasi
maka tidaklah heran apabila masalah layanan
mendapatkan perhatian besar dari masyarakat
maupun manajemen organisasi itu sendiri
terkait dengan kegiatan suatu organisasi. Pela-
yanan publik merupakan kegiatan Administrasi
Negara dalam memenuhi kebutuhan dan
kepentingan publik. Dengan demikian tujuan
dari administrasi publik adalah untuk memen-
uhi kepentingan publik.

Pelayanan publik telah menjadi isu ke-
bijakan yang strategis, karena  penye-
lenggaraan pelayanan publik selama ini belum
memiliki dampak yang luas terhadap peru-
bahan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Da-
lam MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 dinya-
takan bahwa pelayanan publik adalah segala
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sehingga
upaya pemenuhan kebutuhan penerima pela-
yanan maupun pelaksanaan ketentuan pera-
turan perundang-undangan.
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Pelayanan yang berkualitas adalah pela-
yanan yang didukung oleh perilaku aparat yang
baik dan berdampak pada kualitas pelayanan
yang bertanggung jawab, adil, cepat, dan tepat.
Hardiyansyah (2011) menyatakan bahwa pela-
yanan dikatakan berkualitas atau memuaskan
bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebu-
tuhan dan harapan masyarakat. Apabila
masyarakat tidak puas terhadap suatu pela-
yanan yang disediakan, maka pelayanan terse-
but dipastikan tidak berkualitas atau tidak
efisien. Sampara sebagaimana dirujuk Hardi-
yansyah (2011) mengemukakan bahwa kualitas
pelayanan adalah pelayanan yang diberikan
kepada pelanggan sesuai dengan standar pela-
yanan yang telah dibakukan sebagai pedoman
dalam memberikan layanan.

Menurut Ismail Mohamad sebagaimana
dirujuk Hardiyansyah (2011) bahwa permasala-
han utama pelayanan publik pada dasarnya
adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas
pelayanan itu sendiri. Lebih lanjut beliau
mengatakan bahwa Pelayanan yang berkualitas
sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu
bagaimana pola penyelenggaraannya (tata lak-
sana), dukungan sumber daya manusia, dan
kelembagaan. Dilihat dari sisi pola penyeleng-
garaannya, pelayanan publik masih memiliki
berbagai kelemahan antara lain: kurang respon-
sif, kurang informatif, kurang accesible, kurang
koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar
keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan in-
efisien.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat
dikatakan bahwa kualitas pelayanan merupa-
kan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh
perusahaan guna memenuhi harapan kon-
sumen . Tingkatan baik buruknya suatu organ-
isasi ditentukan oleh kualitas karena apabila
pelayanan tersebut baik dan dapat memenuhi
kebutuhan, masyarakat akan senang dengan
pelayanan tersebut. Pelayanan yang baik sangat
penting dalam masyarakat, karena
mempengaruhi keberhasilan suatu lembaga
pemerintah yang bersifat jasa dalam loyalitas
masyarakat.

Penyelenggaraan  pelayanan  kepada
masyarakat merupakan fungsi yang harus
diemban pemerintah dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolak ukur
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terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). Banyak hal yang me-
nyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan
pelayanan tersebut, misalnya terbatasnya sara-
na pelayanan, perilaku petugas yang belum ber-
sifat melayani, serta prosedur yang kurang jelas.
Oleh karenanya, daerah diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan publik di masyarakat
melalui program PATEN (Pelayanan Admin-
istrasi Terpadu Kecamatan). Diharapkan pro-
gram PATEN dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat di era new public management
yang selanjutnya berkembang menjadi new
public service. Dengan kata lain, posisi
pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan
publik berubah dari “dilayani” menjadi
“melayani”.

Menurut UU No 23 tahun 2014 pasal 226
tentang pemerintahan daerah, menyebutkan
bahwa camat dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan sebagian wewenang
bupati / walikota. Atas dasar hal tersebut, keca-
matan sebagai perangkat daerah kabupaten
mempunyai peran yang sangat strategis, karena
kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan
serta barometer kinerja penyelenggaraan pela-
yanan publik di kabupaten/kota. Peran strategis
inilah yang perlu terus didukung oleh seluruh
pemangku kepentingan (stakeholder) seperti
aparat dan masyarakat itu sendiri.

Salah satu kebijakan nasional sebagai
keluaran dari hal tersebut ialah Peraturan Men-
teri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) yang diharapkan 5 tahun setelah
diterbitkan peraturan tersebut seluruh kecama-
tan di Indonesia menjadi agen penye-
lenggara pelayanan prima bagi masyarakat da-
lam wujud penerapan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan. Artinya saat ini kecama-
tan harus mampu mewujudkan hal yang dimak-
sud. Sebagaimana telah disebutkan diatas bah-
wa Penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat merupakan fungsi yang harus di
emban pemerintah dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan dan juga tolak ukur terseleng-
garanya tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Terfokus pada peningkatan
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kantor Kecamatan Semarang Timur Ko-

ta Semarang merupakan salah satu kantor
pemerintahan yang aktivitasnya memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat dengan
menerapkan kebijakan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) sejak tahun
2013. Perubahan paradigma pemerintahan dari
sentralisasi ke desentralisasi pada hakekatnya
harus diikuti dengan konsep penyelenggaraan
pelayanan publik yang lebih meyakinkan akan
terciptanya akses dan mutu pelayanan. Sejalan
dengan otonomi daerah, maka pelayanan yang
lebih didekatkan kepada masyarakat dan pela-
yanan yang lebih berkualitas dalam sebuah
keniscayaan untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat. Kantor kecamatan Semarang Ti-
mur memberikan pelayanan kepada masyarakat
luas meliputi pembuatan e-KTP, kartu keluar-
ga, pengurusan izin mendirikan bangunan, pen-
gurusan izin pembuatan surat keterangan cata-
tan kepolisian, akta kelahiran maupun akta ke-
matian, dan pelayanan pemerintahan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang
dikemukakan oleh informan yang berstatus
warga Kecamatan Semarang Timur yaitu SR
adalah “Dalam menyelesaikan berkas belum
sesuai dengan batas waktu yang sudah di ten-
tukan dan terdapat pegawai pelayanan yang
menggunakan sandal saat melakukan pela-
yanan”. Sedangkan menurut S yaitu “Kurang
professional dalam pelayanan, karena saya kira
awalnya mungkin pegawai yang melayani se-
dang ada masalah, tetapi setelah beberapa kali
saya kesini ternyata memang begitu cara mere-
ka melayani, kurang ramah. Bukan saya saja
yang bilang seperti itu, tetapi teman-teman
yang lain juga, mereka hanya baik pada atasan
atau orang-orang tertentu saja”. Berdasar hasil
wawancara maka hal ini menarik untuk digali
karena adanya kesenjangan dari anggapan
pihak kecamatan dengan respon dan harapan
sebenarnya dari masyarakat. Persoalan lain
yang membuat masyarakat kecewa dengan peg-
awai yang terkesan kurang ramah, masyarakat
tidak mengetahui durasi waktu pegawai untuk
menyelesaikan permohonan layanan dari
masyarakat dan keluhan karena terkendalanya
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan hasil wawancara, menunjuk-
kan bahwa dari 10 pengunjung yang peneliti
wawancarai, 6 pengunjung menyatakan pela-
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yanan di Kantor Kecamatan Semarang Timur
Kota Semarang masih kurang baik. Hal tersebut
dikarenakan proses pelayanan di kantor keca-
matan masih belum tertata dengan baik salah
satunya yaitu tidak ada nomor
pengunjung sehingga kurang efektif dan efisien,
kurangnya pegawai yang bekerja, sehingga
semua urusan kependudukan hanya dilayani
tiga pegawai saja bahkan terkadang hanya dua,
dan tidak adanya kepastian kapan surat yang

antrian

dibutuhkan selesai, misalnya ingin mengurus
surat nikah, surat tersebut tidak kunjung selesai
dalam beberapa hari dan tidak ada kepastian
kapan surat tersebut akan jadi menurut R saat
melakukan pelayanan dikantor kecamatan Se-
marang Timur.

Dalam hal lain, penggunaan waktu da-
lam pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang

Tabel 1 Fenomena Pelayanan

ada, yaitu kantor kecamatan tidak melakukan
pelayanan kembali setelah jam istirahat selesai,
dengan demikian hal tersebut bertolak belakang
dengan SOP yang ada. Febrianti dan Pramusin-
to (2015) mengemukakan bahwa penurunan
kualitas pelayanan karena tingkat kedisiplinan
pegawai dalam penggunaan waktu yang tidak
tepat.

Pengamatan pelayanan di Kantor Keca-
matan Semarang Timur Kota Semarang dil-
akukan selama 2 minggu pada hari kerja dan
jam kerja aktif. Dari segi pengamatan dapat
dinilai pada tabel 1 mengenai pelayanan yang
diberikan pegawai kecamatan Semarang Timur
masih rendah, didasari oleh beberapa indikator
sebagai berikut.

Indikator

Fenomena

Bentuk Fisik

Masih ada pegawail vang memakai sandal ketika jam kerja

Kehandalan 1.

Sering terjadi kesalahan dalam pengetikan nama,

tempat, dan tanggal lahir.
2. Masih terjadi kekelirnan pegawai dalam meneliti
kelengkapan berkas.

Davya Tanggap 1.

Masih adanya pegawai vang kurang tanggap terhadap

pengunjung vang akan melakukan pelayanan.
2. Pegawai kurang merespon informasi vang dibutuhan
masyarakat.

Jaminan 1.

Dalam pembuatan surat penting masih banyak vang
menggunakan calo perangkat desa, sehingga
membutuhkan biava dan tidak menjamin kebenaran
data yang schenarnva
. Pegawai masith  sering menyelesaikan  hasil
permohonan berkas melebihi batas waktu vang
dijanjikan.

Empati

. Adanva diskriminasi dalam pelayvanan antara
masyarakat biasa dengan perangkat desa.

. Pegawai bersikap ramah sesuai dengan suasana hati

Sumber: Data diolah

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
dalam pemberian kualitas pelayanan masih me-
merlukan pembenahan yang baik, sehingga apa
yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi.
Dengan adanya beberapa kesenjangan tersebut
dapat di tingkatkan lagi apa saja kebutuhan
yang diperlukan masyarakat dan apa saja ket-
erampilan dan pengetahuan yang harus diting-
katkan kembali oleh pemberi layanan. Sehingga
pegawai harus mampu meningkatkan pela-
yanan yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam menjalankan aktivitas di dalam

organisasi, baik itu organisasi pemerintah mau-
pun organisasi swasta, ketersediaan fasilitas
kantor penting guna menunjang pekerjaan dan
pelayanannya sehingga tujuan organisasi dapat
tercapai. Fasilitas kantor yang lengkap akan
memberikan dampak positif baik untuk karya-
wan maupun pelanggannya. Bagi karyawan,
fasilitas kantor yang lengkap akan menunjang
kinerja karyawan tersebut, sedangkan bagi
pelanggan dengan fasilitas kantor yang me-
madai akan memberikan rasa nyaman dan
kepuasan ketika proses layanan berlangsung.
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Moenir (1987) mengemukakan bahwa
“Fasilitas adalah segala sesuatu yang
digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati
oleh pegawai baik dalam hubungan langsung
dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran
pekerjaan”.

Disiplin merupakan tindakan manajemen
untuk mendorong para anggota organisasi me-
menuhi tuntutan berbagai ketentuan tesebut.
Menurut Fathoni (2006) mengemukakan bah-
wa, “Kedisiplinan sebagai kesadaran dan kese-
diaan seseorang menaati semua peraturan pe-
rusahaan dan norma-norma sosial yang berla-
ku”. Untuk dapat menciptakan pelayanan yang
baik bagi masyarakat, diperlukan aparatur yang
disiplin dalam mengembangkan tugasnya, hal
ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan
mutu penyelenggaran dan kualitas pelayanan
yang akan diberikan kepada masyarakat. Pega-
wai Kecamatan Semarang Timur Kota Sema-
rang terlihat bahwa pegawai kurang sigap da-
lam bekerja, kedisiplinan pegawai juga masih
rendah misalnya ketidaktepatan dalam ke-
hadiran, tidak berangkat kerja tanpa ijin tertulis
dan jam istirahat yang tidak digunakan se-
maksimal mungkin. Hal tersebut memung-
kinkan terjadinya penurunan kualitas pela-
yanan karena tingkat kedisiplinan dalam
penggunaan waktu tidak sesuai dengan jam ker-
ja yang telah ditetapkan. Hal tersebut menun-
jukkan kurang adanya kedisiplinan pada kantor
kecamatan dengan baik. Kedisiplinan pegawai
harus diberi perhatian khusus karena apabila
disiplin pegawai rendah maka prestasi kerjanya
juga rendah.

Berhasil tidaknya kualitas layanan tergan-
tung pada kemempuan organisasi ataupun pe-
rusahaan dan staffnya memenuhi harapan
masyarakat secara konsisten. Oleh karena itu,
sumber daya manusia memegang peranan pent-
ing dalam kegiatan layanan di kantor kecama-
tan. Dalam penelitian ini sumber daya manusia
yang dimaksud adalah kompetensi pegawai da-
lam organisasi tersebut. Menurut Keputusan
MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 bahwa,
“Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus
ditetapkan dengan tepat berdasarkan penge-
tahuan, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang
dibutuhkan”. Sedangkan menurut Finch dan
Crunkilton sebagaimana dirujuk Sudarmanto

(2009) mengemukakan bahwa, “Kompetensi
sebagai penguasaan terhadap tugas, ketrampi-
lan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk
menunjang keberhasilan. Pada pegawai kantor
Kecamatan Semarang Timur bahwa jumlah
pegawai yang ada belum memenuhi kebutuhan
kompetensi yang dibutuhkan karena ada be-
berapa pegawai yang kurang mampu
mengerjakan tugasnya sendiri, sehingga
meminta pegaawai lain yang bukan pada bi-
dangnya untuk membantu mengerjakan tugas
tersebut.

Kemampuan beberapa pegawai dalam
bekerja yang masih kurang mandiri menyebab-
kan pekerjaan menjadi tidak efektif sehingga
pelayanan yang diberikan juga kurang maksi-
mal. Hal ini menunjukkan kompetensi pegawai
merupakan sesuatu yang penting dalam
meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu fungsi pemerintahan yang kini
semakin disorot masyarakat adalah pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh instansi- in-
stansi pemerintah yang menyelenggarakan pela-
yanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan
publik yang diselenggarakan instansi pemerinta-
han kini semakin mengemuka, bahkan menjadi
tuntutan masyarakat. Persoalan yang sering
dikritisi masyarakat atau para penerima
layanan adalah persepsi terhadap “kualitas”
yang melekat pada seluruh aspek pelayanan.
Istilah “kualitas” ini menurut Tjiptono (1996)
mencakup pengertian 1) Kesesuaian dengan
persyaratan; 2) Kecocokan untuk pemakaian; 3)
Perbaikan berkelanjutan; 4) Bebas dari kerusa-
kan atau cacat; 5) Pemenuhan kebutuhan
pelanggan sejak awal dan setiap saat; 6)
Melakukan segala sesuatu secara benar; dan 7)
Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Pada prinsipnya pengertian-pengertian
tersebut diatas dapat diterima bila dikaitkan
dengan kebutuhan atau kepentingan masyara-
kat yang menginginkan kualitas pelayanan da-
lam takaran tertentu. Namun demikian setiap
jenis pelayanan publik yang diselenggarakan
oleh instansi-instansi pemerintahan tentu
mempunyai kriteria kualitas tersendiri. Hal ini
tentu terkait erat dengan atribut pada masing-
masing jenis pelayanan. Ciri-ciri atau atribut-
atribut yang ada dalam kualitas tersebut
menurut Tjiptono (1996) adalah 1) Ketepatan
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waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu
dan waktu proses; 2) Akurasi pelayanan, yang
meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan; 3)
Kesopanan dan keramahan dalam memberikan
pelayanan; 4) Kemudahan mendapatkan pela-
yanan, misalnya banyaknya petugas yang mela-
yani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti
komputer; 5) Kenyamanan dalam memperoleh
pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tem-
pat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan in-
formasi dan lain-lain; 6) Atribut pendukung
pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-
AC, kebersihan, dan lain-lain .

Menurut Goetsch & Davis sebagaimana
diryjuk Tjiptono (2011) “kualitas dapat di-
artikan sebagai kondisi dinamis yang berhub-
ungan dengan produk, jasa, sumberdaya manu-
sia, proses, dan lingkungan yang memenuhi
atau melebihi harapan”. Pendekatan yang
digunakan Goetsch Davis ini menegaskan bah-
wa kualitas bukan hanya menekankan pada
aspek hasil akhir, yaitu produk dan jasa tetapi
juga menyangkut kualitas manusia dan kualitas
lingkungan. Menurut standar ISO 9000 se-
bagaimana dirujuk Lupiyoadi dan Hamdani
(2006) bahwa kualitas sebagai perpaduan anta-
ra sifat dan karakteristik yang menentukan se-
jauh mana keluaran dapat memenuhi persyara-
tan kebutuhan pelanggan”.

Pelayanan publik menurut Roth se-
bagaimana dirujuk Istianto (2011) didefinisikan
sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang
dilakukan oleh suatu organisasi atau individu
dalam bentuk barang jasa kepada masyarakat
baik secara individu maupun kelompok atau
organisasi”’. Berdasarkan MENPAN Nomor 63
Tahun 2003 bahwa pelayanan publik diartikan
segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai
upaya pemenuhan kebutuhan penerima pela-
yanan maupun pelaksanaan ketentuan perun-
dang- undangan”.

Kualitas pelayanan menurut Lewis &
Booms sebagaimana dirujuk Tjiptono (2011)
“Kualitas layanan dapat diartikan sebagai uku-
ran seberapa bagus tingkat layanan yang diberi-
kan mampu sesuai dengan ekspetasi pelang-
gan”. Kualitas layanan ditentukan oleh kemam-
puan perusahaan memenuhi kebutuhan dan
keinginan pelanggan sesuai dengan ekspetasi

pelanggan. Dengan kata lain, faktor utama
yang mempengaruhi kualitas layanan adalah
layanan yang diharapkan pelanggan (expected
service) dan persepsi terhadap layanan (perceived
service).

Menurut Suwithi sebagaimana dirujuk
Anwar (2002) kualitas pelayanan adalah mutu
dari pelayanan yang diberikan kepada pelang-
gan, baik pelanggan internal maupun eksternal
berdasarkan standar prosedur pelayanan. Se-
dangkan menurut Kotler (2000) kualitas pela-
yanan merupakan totalitas dari bentuk karak-
teristik barang dan jasa yang menunjukkan ke-
mampuannya untuk memuaskan kebutuhan
pelanggan, baik yang nampak jelas maupun
yang tersembunyi.

Menurut Fitzsimmons sebagaimana diru-
juk Sulastiyono (2011) menjelaskan bahwa
kualitas pelayanan adalah sesuatu yang kom-
pleks, dan tamu akan menilai kualitas pela-
yanan melalui lima prinsip dimensi pelayanan
sebagai ukurannya, yaitu : 1) Reliabilitas adalah
kemampuan untuk memberikan secara tepat
dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan
kepada tamu; 2) Responsif yaitu kesadaran atau
keinginan untuk cepat bertindak membantu
tamu dan memberikan pelayanan yang tepat
waktu; 3) Empati yaitu memberikan perhatian
individu tamu secara khusus. Dimensi empati
ini memiliki ciri-ciri: kemauan untuk
melakukan pendekatan, memberikan perlin-
dungan dan usaha untuk mengerti keinginan,
kebutuhan, dan perasaan tamu; 5) Nyata
(Tangibles), yaitu sesuatu yang Nampak atau
yang nyata, yaitu penampilan para pegawai,
dan fasilitas-fasilitas fisik, lainnya seperti
peralatan dan perlengkapan yang menunjang
pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di
atas dapat dikatakan bahwa kualiltas pelayanan
adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh in-
stansi atau perusahaan sesuai dengan prosedur
guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang
sesuai dengan harapan, sehingga apa yang men-
jadi kebutuhan masyarakat akan terpenubhi.
Menurut Hardiyansyah (2011) faktor- faktor
yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu :
1) Pengawasan masayarakat yang meliputi
komunikasi dan nilai masyarakat; 2) Implemen-
tasi kebijakan pelayanan terpadu; 3) Besarnya
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pengaruh kepemimpinan; 4) Perubahan radikal,

restrukturisasi, pemanfaatan teknologi
informasi, dan efisiensi pelayanan. Sedangkan
menurut Zeithaml dkk. sebagaimana dirujuk
Hardiansyah (2011) yang telah mengidentifikasi
5 (lima) kriteria untuk mengukur kualitas pela-
yanan yaitu 1) Tangibles (Berwujud); 2) Relia-
bility (Kehandalan); 3) Responsiveness
(Ketanggapan); 4) Assurance (Jaminan); 5) Em-
pathy (Empati).

Sedangkan Moenir (1987) mengemuka-
kan bahwa fasilitas sebagai segala sesuatu yang
digunakan, dipakai, ditmpati, oleh pegawai
baik dalam hubungan langsung dengan peker-
jaan maupun untuk kelancaran pekerjaan”.
Moekijat sebagaimana dirujuk Erniati dkk.
(2011) mengemukakan bahwa fasilitas didefin-
isikan sebagai suatu sarana fisik yang dapat
memproses suatu masukan (input) menuju
keluaran (output) yang diinginkan”.

Kedisiplinan merupakan sikap yang ha-
rus dimiliki oleh setiap pegawai dalam usaha
untuk meningkatkan kinerja. Setiap organisasi
perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus
ditaati oleh para anggotanya untuk mencapai
standar yang harus dipenuhi. Menurut Fathoni
(2006) kedisiplinan merupakan fungsi operatif
manajemen sumber daya manusia yang ter-
penting karena semakin baik disiplin karyawan,
semakin tinggi prestasi kerja yang dapat di-
capainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi
organisasi perusahaan mencapai hasil yang op-
timal. Sedangkan menurut Sinambela (2012)
mengemukakan bahwa disiplin kerja adalah
kemampuan kerja seseorang untuk secara tera-
tur, tekun terus menerus dan bekerja sesuai
dengan aturan aturan berlaku dengan tidak me-
langgar aturan aturan yang sudah ditetapkan.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
disiplin adalah sikap atau tindakan sadar untuk
patuh pada aturan- aturan kerja tertentu dan
secara sukarela berusaha bekerja dengan baik
untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

Simamora (2006) mengemukakan bah-
wa Beberapa prinsip baku disiplin sepatutnya
berlaku atas segala pelanggaran peraturan, baik
pelanggaran berat maupun pelanggaran ringan.
Prinsip prinsip berikut menguraikan beberapa
unsur yang sangat penting dari sistem disiplin
yang efektif, yaitu sebagai berikut: 1) Prosedur

dan kebijakan yang pasti; 2) Tanggung jawab
penyeliaan; 3) Komunikasi peraturan; 4)
Tanggung jawab pemaparan bukti; 5) Perla-
kuan yang konsisten; 6) Pertimbangan atas
situasi; 7) Peraturan dan hukuman yang wajar.

Bacel sebagaimana dirujuk Sinambela
(2012) mengemukakan bahwa ada beberapa
prinsip yang seharusnya menjadi pedoman da-
lam mengambil tindakan disipliner, dian-
taranya adalah: 1) mengambil tindakan disiplin-
er harus sesuai dengan hukuman setempat dan
perjanjian perburuhan yang berlaku; 2) Semua
tindakan disipliner harus didokumentasikan
secara lengkap, secara mendetail kekurangan
yang sebenarnya dalam kinerja, bagaimana hal
itu dikomunikasikan kepada pegawai yang ber-
sangkutan, dan langkah-langkah yang telah di-
ambil untuk memecahkan masalah itu; 3) Tin-
dakan disipliner yang diambil hendaknya
menggunakan tingkat paksaan dan takanan ter-
endah yang diperlukan untuk memecahkan ma-
salah kinerja; 4) Semakin besar tingkat yang
digunakan, semakin kecil kemungkinan untuk
mencapai win-win solution yang konstruktif
dan tahan lama; 5) Semakin pimpinan mampu
menggambarkan dengan jelas permasalahan
kinerja yang terjadi, semakin mungkin pimpi-
nan dapat memecahkan bersama pegawai yang
bersangkutan, dan semakin besar pula perlin-
dungan hukum yang didapatkan bila terpaksa
mengambil tindakan disipliner yang keras.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kuanti-
tatif. Populasi dalam penelitian ini adalah
pengguna jasa pelayanan kantor Kecamatan
Semarang Timur Kota Semarang. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik sampling jenuh yai-
tu masyarakat yang menggunakan jasa pela-
yanan di kantor Kecamatan Semarang Timur
Kota Semarang sebanyak 115 responden. Data
dikumpulkan dengan angket dan dianalisis
dengan analisis deskriptif, regresi linier bergan-
da dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif persentase gambaran
mengenai fasilitas kantor, nilai angka indeks
fasilitas kantor secara keseluruhan sebesar
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85,12 dengan 2 indikator yaitu fasilitas alat kan-
tor dan fasilitas perlengkapan kerja. Nilai in-
deks yang didapatkan variabel fasilitas kantor
termasuk dalam kriteria tinggi. Nilai indeks in-
dikator mendefinisikan fasilitas alat kantor
sebesar 85,10 termasuk dalam kriteria tinggi,
untuk nilai indeks fasilitas perlengkapan kerja
sebesar 5,13 termasuk dalam kriteria tinggi.
Dengan perolehan skor 59,13% dengan 68 re-
sponden menjawab sangat setuju, 33,91%
dengan 39 responden menjawab setuju, dan
6,96% dengan 8 responden menjawab netral.

Analisis deskriptif persentase gambaran
mengenai disiplin kerja, nilai angka indeks
disiplin kerja secara keseluruhan sebesar 88,07
dengan 3 indikator yaitu ketepatan waktu,
tanggung jawab, dan ketaatan terhadap pera-
turan kantor. Nilai indeks yang didapatkan var-
iabel disiplin kerja termasuk dalam kriteria ting-
gi. Nilai indeks indikator ketepatan waktu sebe-
sar 89,04 termasuk dalam kriteria tinggi, untuk
nilai indeks tanggung jawab sebesar 88,43 ter-
masuk dalam kriteria tinggi,untuk nilai indeks
ketaatan terhadap peraturan sebesar 86,72 ter-
masuk dalam kriteria tinggi. Dengan perolehan
skor 64,35% dengan 74 responden menjawab
sangat setuju, 31,30% dengan 36 responden
menjawab setuju, 4,35% dengan 5 responden
menjawab netral.

Analisis deskriptif persentase gambaran
mengenai kompetensi pegawai nilai angka in-
deks kompetensi pegawai secara keseluruhan
sebesar 85,75 dengan 6 indikator yaitu penge-
tahuan, pemahaman, kemampuan/ ketrampi-
lan, nilai, sikap, dan minat. Nilai indeks yang
didapatkan variabel kompetensi pegawai terma-
suk dalam kriteria tinggi. Nilai indeks indikator
pengetahuan sebesar 86,70 termasuk dalam
kriteria sangat tinggi, nilai indeks pemahaman
sebesar 85,83 termasuk dalam kriteria tinggi,
untuk nilai indeks kemampuan / ketrampilan
sebesar 85,68 termasuk dalam kriteria tinggi,
untuk nilai indeks nilai sebesar 85,04 termasuk
dalam kriteria tinggi, untuk nilai indeks sikap
sebesar 82,72 termasuk dalam kriteria tinggi ,
dan untuk nilai minat sebesar 88,52 termasuk
dalam kriteria tinggi. Dengan perolehan skor
63,48% dengan 73 responden menjawab sangat
setuju, 33,91% dengan 39 responden menjawab
setuju, 2,61 dengan 3 responden menjawab ne-

tral .

Koefisien regresi linier berganda menun-
jukan persamaan regresi linier berganda sebagai
berikut.

KP= 6,782+ 0,567FK + 0,436DK + 0,323KP
+e

Koefisien regresi linier berganda fasilitas
kantor sebesar 0,567 bertanda positif. Artinya
jika variabel fasilitas kantor meningkat 1 satuan
sementara disiplin kerja dan kompetensi pega-
wai maka kualitas pelayanan meningkat sebesar
0,567 satuan. Semakin optimal fasilitas kantor
maka dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
Selain itu diperoleh dari t hitung sebesar 6,090
pada taraf signifikansi 0.000 yang berarti ter-
dapat pengaruh fasilitas kantor pada kualitas
pelayanan.

Koefisien regresi linier berganda disiplin
kerja sebesar 0,436 bertanda positif. Artinya
jika variabel disiplin kerja meningkat 1 satuan
sementara disiplin kerja dan kompetensi pega-
wai tetap, maka kualitas pelayanan meningkat
sebesar 0,436. Semakin optimal disiplin kerja
maka dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
Selain itu diperoleh thitung sebesar 2,073 pada
taraf signifikansi 0,041 yang berarti terdapat
pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pela-
yanan.

Koefisien regresi linier berganda kompe-
tensi pegawai sebesar 0,323 bertanda positif.
Artinya jika variabel kompetensi pegawai
meningkat 1 satuan sementara fasilitas kantor
dan disiplin kerja tetap, maka kualitas pela-
yanan meningkat sebesar 0,323 satuan. Se-
makin optimal kompetensi pegawai maka dapat
meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena
itu, kompetensi pegawai berpengaruh positif
dan signifikansi terhadap kualitas pelayanan,
dengan diperoleh thitung sebesar 3,370 pada
taraf signifikansi 0,001.

Uji signifikansi simultan dengan n = 115,
k = dioeroleh f tabel. diperoleh nilai F = 69,167
dan sig = 0,000 < 0,05 . Ini berarti variabel
bebas fasilitas kantor, disiplin kerja , dan kom-
petensi pegawai secara simultan berpengaruh
terhadap variabel kualitas pelayanan. Koefisien
determinasi parsial (r2) digunakan untuk men-
gukur seberapa jauh masing-masing variabel
bebas dalam menerangkan variasi variabel teri-
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kat. Dapat dilihat dari nilai parsial variabel
fasilitas kantor 0,500, sehingga besarnya
pengaruh variable fasilitas kantor terhadap
kualitas pelayanan yaitu 0,5002 x 100% = 25%.
Nilai parsial pada variabel disiplin kerja ter-
hadap kualitas pelayanan yaitu 0,1932 x 100%
= 3,72%. Nilai parsial varaiabel kompetensi
pegawai 0,305 sehingga besarnya pengaruh var-
iabel kompetensi pegawai terhadap kualitas pe-
layanan yaitu 0,3052 x 100% = 9,30%. Dalam
perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa
variabel fasilitas kantor mempunyai pengaruh
yang paling besar terhadap kualitas pelayanan
dibandingkan dengan disiplin kerja dan kompe-
tensi pegawai.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini yaitu: 1) Ada
pengaruh positif dan signifikan secara simultan
antara fasilitas kantor, disiplin kerja, dan kom-
petensi pegawai terhadap kualitas pelayanan di
kantor Kecamatan Semarang Timur Kota Se-
marang. 2) Ada pengaruh positif dan signifikan
secara parsial antara disiplin kerja terhadap
kualitas pelayanan di kantor Kecamatan Sema-
rang Timur Kota Semarang. 3) Ada pengaruh
positif dan signifikan secara parsial antara kom-
petensi pegawai terhadap kualitas pelayanan di
kantor Kecamatan Semarang Timur Kota Se-
marang. 4) Ada pengaruh positif dan signifikan
secara parsial antara fasilitas kantor terhadap
kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Sema-
rang Timur Kota Semarang.
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